BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Pengaturan ketentuan baku dalam undang-undang diatur dengan
beberapa peraturan termasuk KUHPerdata. Hukum perdata mematuhi
sistem terbuka dan kontrak dengan ketentuan standar dan implikasi
hukum kontrak melanggar ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Perlindungan Konsumen.

2. Penerapan ketentuan standar Perjanjian Pembelian ini di Toko Buku
Airlangga Mataram. Pada dasarnya struk pembelian memiliki beberapa
syarat untuk pembelian buku, salah satunya adalah barang yang sudah
dibeli tidak dapat dikembalikan. Klausa ini tentu saja. Secara normatif
bertentangan dengan Pasal 18 (1) (B), yang menyatakan bahwa
pedagang berhak menolak pengembalian barang yang dibeli konsumen.
Namun dengan diterapkannya Toko Buku Airlangga, buku yang sudah
dibeli dapat ditukar atau dikembalikan dalam bentuk uang atau sebagai
pengganti buku baru, meskipun buku tersebut rusak atau cacat karena
kelalaian perusahaan. Sebaliknya, apabila terjadi kerusakan yang
disebabkan oleh kelalaian konsumen, tidak dapat dikembalikan. Jika
periode keluhan satu bulan lebih lama dari periode ini, pengembalian

tidak akan diterima.



B. Saran
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Penetapan klausula baku untuk mencapai keadilan kontrak tidak
hanya di tangan para pihak, tetapi juga menuntut keterlibatan
pemerintah dalam penyusunan peraturan dan kebijakan. Pemerintah
berperan besar dalam pelaksanaan ketentuan standar yang ada di
masyarakat. Dan di dunia bisnis. Hal ini bertujuan untuk
menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang bagi masyarakat
(debitur, konsumen) dan pengusaha (pemberi pinjaman, produsen).

Penerapan ketentuan klausula baku dalam transaksi penjualan harus
dilakukan dengan memberikan informasi dan pemahaman klausula
baku yang dicantumkan oleh perusahaan. B. Jika Anda
mencantumkan alasan atau pengecualian dalam perintah Anda untuk
memasukkan klausula baku, hal ini untuk mencegah pihak-pihak
yang dirugikan dengan memasukkan klausula baku, terutama bagi

masyarakat umum yang tidak tahu apa-apa tentang kontrak baku.
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